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PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_, tempat dan tanggal lahir Betung, 12 Juli 1998 (umur 25 tahun), agama Islam,

pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman

di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,

sebagai Penggugat;

melawan

_,  tempat dan tanggal  lahir  Taja Raya II,  28 Januari  1993 (umur 30 tahun),

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi

Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  16 Januari  2024

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai  dengan  Nomor  69/Pdt.G/2024/PA.Pkb,

tanggal  17  Januari  2024,  dengan  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah  pada  tanggal  04  Oktober  2019,  Tercatat  pada  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Betung  dengan  Nomor  kutipan  Akta  Nikah  _,

Banyuasin tanggal 04 Oktober 2019;                                                             
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2. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

rumah  kontrakan selama 3 tahun  6 bulan setelah dari itu tinggal dirumah

orang tua Penggugat selama 3 bulan,Sampai Berpisah; 

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  sudah  dikaruniai  1

(satu) anak :

3.1. _, Laki-laki, Palembang, 24 Juli 2020 berumur 3  tahun.

Satu anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun 6 bulan akan tetapi mulai dari

bulan maret tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1. Tergugat tidak memberi nafkah dari bulan Juli tahun 2023;

4.2. Tergugat pergi dari rumah dari bulan Juli tahun 2023; 

4.3. Tergugat sudah menjatuhkan Talak 1 kepada Penggugat; 

4.4. Tergugat  sering  berkata  kasar  kepada  penggugat  mulai

dari bulan Juli tahun 2023 melalui handphone; 

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada Bulan Juli  tahun 2023,

dikarenakan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di bulan Juli

tahun 2023 tanpa pamit dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini; 

6. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  sudah  berpisah  tempat

tinggal sejak  Bulan Juli Tahun 2023; 

7. Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  pihak  keluarga  belum

mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat; 

8. Bahwa atas  dasar  uraian  di  atas,  gugatan  cerai  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (g)

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang

demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan; 

10. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai

ketentuan hukum yang berlaku; 
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  maka Penggugat  mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu Khul’i Tergugat (_) terhadap Penggugat (_)

dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

  

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat  tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  bukan  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  nomor  _  atas  nama  Penggugat

tertanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah
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diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Betung Kabupaten

Banyuasin Provinsi  Sumatera Selatan,  Nomor _ Tanggal  04 Oktober

2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

B. Saksi:

1. _,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

bertempat  tinggal  di  _,  Kabupaten Banyuasin,  di  bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung

Penggugat; 

 Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tanggal  04

Oktober  2019  di  KUA Kecamatan  Betung  Kabupaten  Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan; 

 Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orangtua

Penggugat;

 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang

anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak

pernah bersama lagi; 

 Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi karena

tidak pernah ada pertengkaran sebelumnya, namun sepengetahuan

saksi selama tinggal sama-sama dari awal menikahTergugat jarang

kasih nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan di bantu oleh

orangtua Penggugat;

 Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kasih

nafkah baik untuk Penggugat maupun anaknya;

 Bahwa selama berpisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  lagi  menjalankan  kewajibannya  sebagai

suami isteri;
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 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat

dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa,  saksi  sudah  menasihati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; 

2. _,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

bertempat  tinggal  di  _,  Kabupaten Banyuasin,  di  bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan sebagai tetangga Penggugat; 

 Bahwa,  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan

suami isteri yang sah; 

 Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di  rumah

kontrakan kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat sampai

akhirnya berpisah;

 Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

 Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  6

(enam)  bulan  yang  lalu  sampai  dengan  sekarang  dan  selama

berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

 Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat,  yang  saksi  tahu  bahwasannya  sejak

bulan Juli tahun 2023 saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah

orangtua Penggugat lagi;

 Bahwa, selama pisah tersebut, tidak ada nafkah yang diberikan

oleh Tergugat  untuk  Penggugat  dan  anaknya  bahkan kabar  pun

tidak ada; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa,  saksi  sudah  menasihati  Penggugat  namun  tetap  tidak

berhasil,  saksi  sudah  tidak  sanggup  menasihati  Penggugat  dan

Tergugat lagi; 
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Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara

ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-

orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor   50  Tahun  2009,  maka

perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  145  R.Bg.  jo Pasal  26  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil

secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan

mana Penggugat  telah  hadir  dipersidangan,  sedangkan Tergugat  tidak hadir

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan

yang  sah,  sedangkan  gugatan  Penggugat  tidak  melawan  hukum.  Oleh

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat

diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,

maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana

dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun  2009,  Pasal  154  R.Bg  dan  Pasal  143  Kompilasi  Hukum Islam serta

Peraturan  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  1  Tahun  2016,  namun  demikian

Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati  Penggugat agar

bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat

tetapi  tidak  berhasil,  maka  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan
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pembacaan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan  ini

adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

dan tidak harmonis karena Tergugat pergi dan selama kepergiannya tersebut

Tergugat  telah  membiarkan  (tidak  mempedulikan)  Penggugat  serta  tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa terhadap dalil-dalil  gugatan tersebut  Tergugat  tidak

memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut

hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui

dalil-dalil  yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan

mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul

Qur an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya:  “Barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  di  dalam  persidangan

sedangkan orang tersebut  tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  perkara  perdata

khusus  yang  tunduk  kepada  hukum  acara  yang  bersifat  khusus  pula,  maka

berdasarkan  azas  lex  specialis  derogat  legi  generalis ketidakhadiran  Tergugat

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki

kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat,  melainkan  hanyalah

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti  surat  dan 2 (dua)  orang saksi,  terhadap bukti-bukti  mana

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  yang  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk  a.n

Penggugat,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin,  yang
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bermeterai  cukup,  cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta

otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang,  isi  bukti  surat  tersebut  menjelaskan  Penggugat  berdomisili  di

wilayah  Kabupaten  Banyuasin,  yang  merupakan  wilayah  hukum Pengadilan

Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan

pada  Pengadilan  Agama  yang  meliputi  domisili  Penggugat,  sehingga

Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan

mengadili  gugatan Penggugat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah),

ternyata  adalah  akta  autentik,  karena  merupakan  surat  yang  dibuat  atau

dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  sehingga  mempunyai  nilai

pembuktian  yang  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende),  dengan

demikian maka terbukti  bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri

yang telah  menikah sah,  oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal

standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  mendalilkan  bahwa  setelah  akad

nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sesuai dengan bukti P, hal

mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan

syarat  materiil  serta  telah mempunyai  kekuatan pembuktian  yang sempurna

dan  mengikat,  maka  Majelis  Hakim  menilai  bahwa Tergugat  sesaat  setelah

akad nikah mengucapkan sighat taklik talak atas Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah

orang  dewasa  yang  memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah

sumpahnya di  muka sidang,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur  dalam  Pasal  171,  172  dan  175  R.Bg,  sehingga  patut  didengar

keterangannya;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  pada  pokoknya  telah  menerangkan

bahwa  keadaan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sehingga  mengakibatkan  Penggugat
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dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah sudah tidak ada nafkah

dan komunikasi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar

rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  perihal  dalil  Penggugat  mengenai  adanya

pertengkaran,  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat  tersebut  telah  memberikan

keterangan  berdasarkan  fakta  kejadian  yang  dilihat,  didengar  dan  dialami

sendiri,  bukan  cerita,  pendapat  atau  perasaan  pribadi  saksi  sehingga  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan

309 RBg karenanya patut dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat

dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim

telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah

yang  menikah  dan  tercatat  di  KUA  Kecamatan  Betung  Kabupaten

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

 Bahwa  setelah  akad  nikah  dengan  Penggugat,  Tergugat  telah

mengucapkan sighat ta’lik talak;

 Bahwa selama berumah tangga Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai  seorang  anak,  saat  ini  anak  tersebut  tinggal  bersama

Penggugat;

 Bahwa sekarang  ini  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang lalu;

 Bahwa  selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat

serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

 Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  diupayakan

agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas,

Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

 Suami  (Tergugat)  tidak  memberikan  nafkah  wajib  kepada  isteri

(Penggugat) 3 (tiga) bulan lamanya;

 Suami (Tergugat)  telah membiarkan (tidak mempedulikan)  isteri

(Penggugat) 6 (enam) bulan atau lebih;
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Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

dan  sejak  kepergiannya  itu  tidak  memberi  nafkah  kepada  Penggugat

menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi  memberi  perhatian terhadap kondisi

rumah  tangga  dan  keluarganya,  dengan  demikian  berdasarkan  bukti  surat

bertanda P. perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak

poin 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya serta poin 4

yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan

lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad

nikah.  Pada sisi  lain,  Penggugat  tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk

memulihkan  masalah  rumah  tangganya  dengan  Tergugat.  Bahkan  karena

masalah  tersebut,  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai,  meskipun  Majelis

Hakim  secara  maksimal  melakukan  usaha  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap

bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah

pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi  karena ternyata

Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan prilaku Tergugat; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam sebagaimana  petunjuk  Syar’i dalam Kitab  Syarqawi  Alat  Tahrir  Juz  II

halaman  303  yang  diambil  alih  sebagai  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang

berbunyi  :

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka

jatuhlah  talaknya  dengan  adanya keadaan  tersebut  sesuai  dengan

bunyi lafadlnya”; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo

Pasal  116  huruf  (g)  Kompilasi  Hukum Islam Tahun  1991,  sehingga  Majelis

Hakim  berpendapat  alasan  perceraian  yang  dikemukakan  oleh  Penggugat

dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pada gugatan Penggugat pada posita poin

dua  meminta  dijatuhkan  talak  Bain,  akan  tetapi  Majelis  Hakim  menilai
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permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru lebih mengarah

pada pelanggaran sighat ta’liq talak, oleh karenanya maka gugatan Penggugat

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap

Penggugat dengan  iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu

rupiah); 

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor:  7

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu Khul'i  Tergugat (_) terhadap Penggugat (_)

dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp920.000,00 ( sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  31 Januari  2024 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal  20  Rajab  1445 Hijriyah,  oleh  kami  Azwida,  S.H.I. sebagai

Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I., M.H. dan Nita Risnawati, S. Sy., M.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan  didampingi  oleh  Hakim Anggota  yang  sama dan  dibantu  oleh  Desi

Kuskiki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

D.T.O
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Azwida, S.H.I.
Hakim Anggota

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

D.T.O

Nita Risnawati, S. Sy., M.H.
Panitera Pengganti

D.T.O

Desi Kuskiki, S.H.
Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaf

taran

b. Panggi

lan

Pertama P

& T

c. Redak

si

: Rp

: Rp

: Rp

30.000,00

20.000,00

10.000,00

2. Biaya

Proses (ATK)

: Rp 100.000,00

3. Panggi

lan

: Rp 750.000,00

: Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 920.000,00

                (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)         
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